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Hak atas pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah sesuai
amanah Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan jaminan kesehatan merupakan
usaha pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan. Pemerintah menyelenggarakan
jaminan kesehatan berdasarkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dikelola oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), namun belum semua masyarakat terutama masyarakat miskin dan
tidak mampu menjadi peserta program penerima bantuan iuran BPJS (BPJS PBI) karena proses pendataan
yang lama. Oleh karena itu, pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebagai bentuk perlindungan
bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan lain di daerah masing-
masing. Di Kabupaten Purworejo, penyelenggaraan Jamkesda diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 2
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Dalam skripsi ini
akan dijelaskan mengenai pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dalam Jamkesda di Kabupaten
Purworegjo. Skripsi ini diteliti dengan metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yang
berupa bahan pustaka dan wawancara dengan narasumber. Tipe penelitian skripsi ini bersifat deskriptif
analitis. Dengan hadirnya program Jamkesda di Kabupaten Purworejo, hak atas pelayanan kesehatan
masyarakat miskin dan tidak mampu telah terpenuhi berdasarkan parameter ketersediaan, aksesibilitas,
penerimaan, dan kualitas. Akan tetapi Jamkesda belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat
maupun instans terkait. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo sebaiknya melakukan
sosialisas penyelenggaraan Jamkesda secara komprehensif dan mendalam baik kepada masyarakat maupun
instansi terkait, sehingga dapat mengurangi kesalahan informasi dan prosedur penyelenggaraan Jamkesda.
...... Theright to health care is one of the rights that must be fulfilled by the government in accordance with
the mandate of Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution. The implementation of health insurance
is an effort by the government to ensure the fulfillment of the to health care. The government organizes
health insurance based on Nationa Socia Security System (SISN) which is managed by the Social Security
Organizing Agency (BPJS), but not everyone, especially the poor are not become the participants of BPJS
PBI yet, due to long data collection process. Therefore, regional government based on Law Number 23 of
2014 concerning Regional Government organizes Regional Health Insurance (Jamkesda) as aform of
protection for the poor who do not have other health insurance in each regional. In Purworejo Regency, the
implementation of Jamkesda is regulated by the Regent Regulation Number 2 of 2019 concerning The
Implementation of Regional Health Insurance (Jamkesda) in Purworejo Regency. Thisthesiswill explain
the fulfillment of the right to health care in the implementation of Jamkesda in Purworejo Regency. This
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thesis was researched by normative juridical method that use secondary data which obtained from library
materials and interviews. Thistype of thesis research is descriptive analytical. The presence of Jamkesda
program in Purworejo Regency, makes the right to health care for the poor can be fulfilled</em><em>
based on availability, accessibility, acceptability, and quality</em><em>. However, the implementation of
Jamkesda has not been well socialized to the community and related institutions Therefore, The Regional
Government of Purworejo Regency should conduct a comprehensive and in-depth socialization of
Jamkesda’ s implementation both to the community and related institutions, so it can reduces misinformation
and wrong procedures of Jamkesda.



